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ABSTRAK
Kabupaten Kutai Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pemerintaha otonomi Daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kota Samarinda sesuai peraturan perundang-undangan. Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Fasilitas umum dan fasilitas sosial adalah milik bersama yang harus dijaga dan dirawat dengan baik agar bisa selalu dimanfaatkan secara maksimal untuk jangka panjang. Warga masyarakat dapat saling bahu-membahu untuk membangun dan atau memperbaiki fasum fasilitas sosial sendiri jika memang sangat diperlukan tanpa bergantung kepada pemerintah. Tanpa adanya fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai akan membuat hidup menjadi lebih sulit.
Fasilitas umum maupun fasilitas sosial buatan pemerintah yang dirusak orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan merugikan masyarakat secara umum. Fasum dan fasos yang disediakan oleh pemerintah dibiayai oleh dana yang sebagian besar didapat dari pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi dikumpulkan oleh pemerintah dari masyarakat, sehingga fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan milik masyarakat umum.
Terjalinnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan dibutuhkannya strategi untuk membangun Komitmen Bersama dengan masyarakat, dengan cara melibatkan seluruh masyarakat dalam musyawarah, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran atau ide-ide serta membangun Kepercayaan dari Masyarakat, dengan cara melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat; menjadi Pelaksana Utama atau menjadi contoh dalam setiap kegiatan.
Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila akan dilakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. 
Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam komunitas yang berpengaruh dalam program partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar komunitas, dan ini akan meliputi dua aspek yang menyangkut system social politik makro dimana komunitas tersebut berada.
Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Fasilitas Umum, Kabupaten Kutai Timur.
I. PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan proses belajar masyarakat, mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang bertanggung jawab dan mengeliminasi perasaan terasing sebagian masyarakat serta menimbulkan dukungan dan penerimaan dari pemerintah (Carter dalam Rustiningsih; 2002).

Kutai Timur merupakan wilayah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (disingkat, PNPM MPd) sejak tahun 2007, Kabupaten Kutai Timur terdiri dari 18 Kecamatan dengan 135 Desa . Untuk Tahun anggaran 2012 Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah baru pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN di Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah 9 Kecamatan dan Tahun Anggaran 2013, 18 Kecamatan. Untuk Tahun Anggaran 2012, PNPM Kabupaten Kutai Timur telah mencairkan dana untuk BLM Kegiatan TA. 2012 sebesar Rp. 34.750.000.000,- (100%) dengan rincian APBN Rp. 22.920.000.000,- (100%), APBD Rp. 11.830.000.000,- (Sumber : http://pnpm-kutaitimur.blogspot.co.id/)

Total dana PNPM untuk tahun 2017 mencapai angka, 18,72 Milyar. Asisten Administrasi Setkab Kutai Timur Edward Azran, menyatakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) yang digulirkan beberapa tahun terakhir, sangat membawa manfaat bagi masyarakat. Khususnya dalam pembangunan fasilitas umum dan program dana simpan pinjam yang dikelola kelompok wanita demi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu, sejatinya pelaksanaan PNPM-MPd dapat berlanjut guna meningkatkan kemakmuran masyarakat. “Kami berupaya agar pelaksanaan PNPM-MPd di Kutim terus berlanjut. Kendati tidak lagi mengandalkan dana APBN, tapi menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” kata Edward Azran, saat membuka pelatihan Ruang Masyarakat Belajar (RMB) di Lantai 3 Guest House, Sangatta Utara. Menurut Edward, hingga saat ini warga tetap antusias dengan adanya pelaksanaan PNPM-MPd. Melalui program tersebut, mereka yang terlibat sudah merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, Pemkab Kutim melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) bersama fasilitator PNPM kembali melaksanakan pelatihan dengan melibatkan 54 peserta perwakilan dari 18 kecamatan se-Kutim. Sekretaris BPMPD Kutim, Bambang, mengatakan setiap kecamatan masing-masing mengutus tiga orang, yaitu, tenaga unit pengelola kecamatan (UPK), Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), dan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) sesuai data tahun 2015..(http://kaltim.tribunnews.com/2015/02/12/optimistis-pnpm-mandiri-pedesaan-terus-berlanjut). 

Program PNPM MPd sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Masyarakat sebagai salah satu instrumen dari pembangunan dirasa sangat perlu memberikan partisipasinya secara maksimal dalam berbagai aspek pembangunan baik aspek perencanaan maupun sampai aspek pengawasan pembangunan. Pembangunan yang baik harusnya juga mencakup peran serta masyarakat dalam kelancaran dan keberhasilan dari suatu program pembangunan. Tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Kutai Timur pada tahapan Sosialisasi hingga tahapan pelaksanaan pada kegiatan pembangunan fasilitas umum -fasilitas umum termasuk masih rendah. 

Apabila tingkat partisipasi suatu daerah dikategorikan rendah, maka dengan sendirinya tujuan dan manfaat dari kegiatan partisipasi tersebut tidak akan tercapai secara optimal. Beberapa tujuan dan manfaat partisipasi masyarakat seperti peningkatan proses belajar masyarakat maupun mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang bertanggung jawab adalah bersifat abstrak sehingga tidak mudah untuk diidentifikasi keberhasilan pencapaiannya. Pembangunan fasilitas umum merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Fasilitas umum juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan fasilitas umum seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi.  

Karena dengan fasilitas umum yang memadai diharapkan suatu daerah akan dapat memperoleh kemajuan yang tentunya sangat terkait dengan ketersedian berbagai fasilitas yang menunjang bagi masyarakat di daerah tersebut. Pembangunan fasilitas umum fisik merupakan salah satu yang utama guna memberikan kemudahan akses kepada masyarakat di daerah tersebut ataupun masyarakat dari daerah lain yang ingin ke daerah tersebut. Fasilitas umum-fasilitas umum dipandang merupakan hal yang utama guna menunjang segala aspek kehidupan bermasyarakat. Fasilitas umum-fasilitas umum yang baik tentunya akan mempermudah akses daerah tersebut dengan dunia luar hal ini tentunya akan memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat di daerah itu. Ketersediaan fasilitas umum-fasilitas umum yang baik akan mempermudah aktifitas masyarakat baik itu aktifitas ekonomi, sosial, maupun budaya. 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagai penanggung jawab dalam hal pembangunan fasilitas umum terutama pembangunan fasilitas umum harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan memadai demi menunjang kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur tentunya paham betul mengenai pembangunan fasilitas umum di wilayah tersebut, peran aktif masyarakat serta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur guna meningkatkan pembangunan fasilitas umum-fasilitas umum di Kabupaten Kutai Timur.

II. PERMASALAHAN

“Bagaimana Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fasilitas Umum Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur”?
III. METODE PENELITIAN
Menurut Zuriah (2006:47) penelitian dengan menggunakan metode deskripsi adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian – kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan dan menguji hipotesis.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menghendaki suatu informan dalam bentuk deskripsi dan lebih menghendaki makna yang berada dibalik deskripsi datatersebut.
Untuk mendapatkan data dan informasi serta bahan-bahan lain untuk mendukung dan menyelesaikan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Teknik pengumpulan data primer. Merupakan data yang langsung dari objek penelitian, terdiri dari :  

a. Metode wawancara yaitu cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan informan yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian secara mendalam. 

b. Metode observasi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung oleh peneliti ke lokasi objek penelitian. 

2. Teknik pengumpulan data sekunder. Merupakan data yang diperoleh untuk mendukung data primer, yaitu: 

a. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan literatur seperti buku, jurnal, dan sebagainya yang mendukung data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1.1 Sejarah Kabupaten Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu  wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang di bentuk berdasarkan UU. 47 Tahun 1999, tentang pemekaran wilayah Propinsi dan Kabupaten yang diresmikan oleh Mendagri pada tanggal 12 Oktober 1999.
Secara administrasi memiliki luas 3.574.745 Km2 (17%) dari wilayah Kalimantan Timur. Luas daratan Kabupaten Kutai Timur = 3.377.164,65 Ha (perhitungan luas paduserasi, Citra Landsat TM-7 2002/2003,   1 : 250.000 & Peta RTRWP 1999 Prov Kaltim) 

Perhitungan akhir sampai Desember 2005, luas daratan Kabupaten Kutai Timur = 3.188.462 Ha (penyusunan RTRW Kabupaten Kutai Timur 2005). Melihat perhitungan diatas luas daratan Kabupaten Kutai Timur telah berkurang sebanyak 188.702,65 Ha dikarenakan pergeseran Tata Batas Kabupaten Kutai Timur yang masuk menjadi wilayah Kabupaten Berau (Kec. Kongbeng, Sangkulirang, dan Sandaran) Topografi wilayah antara 2 m – 1.606 m dari permukaan laut. Terdiri dari 18 Kecamatan dengan 135 desa.
Dengan luas wilayah 35.747,50 km², Kabupaten Kutai Timur terletak di wilayah khatulistiwa dengan koordinat di antara 115°56'26"-118°58'19" BT dan 1°17'1" LS-1°52'39" LU.Batas-batas Kabupaten Kutai Timur:
· Sebelah Utara dengan Kabupaten Berau

· Sebelah Timur dengan Selat Makassar

· Sebelah Selatan berbatasan dengan KabupatenKutai Kartanegara dan Kota Bontang

· Sebelah Barat dengan Kabupaten Kutai Kartanegara
4.1.2.
Visi Dan Misi Kabupaten Kutai Timur 

Kehadiran visi Kabupaten Kutai Timur ini, diharapkan mampu memberikan arah, menentukan keputusan, dan memotivasi seluruh aparat dan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan. Visi juga akan memperkokoh kesatuan tim kerja agar energi yang ada dalam masyarakat dapat disalurkan, moral menjadi tinggi, dan komitmen terbentuk. Visi tersebut dirumuskan sebagaiberikut:

“Pembangunan Daerah yang bertumpu pada Pembangunan yang berkeadilan menuju masyarakat Kutai Timur yang sejahtera dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui dan menjadikan daerah Kabupaten Kutai Timur sejahtera.”
4.1.3. Pentingnya Partisipasi Dalam Masyarakat

Dalam partisipasi masyarakat terdapat dua dimensi penting.Dimensipertama adalah siapa yang berpartisipasi.adapun klasifikasi masyarakat berdasarkan latar belakang dan tanggung jawabnya, yaitu :

a. Penduduk setempat
b. Pemimpin masyarakat.
c. Pegawai pemeritahan
d. Pegawai asing yang mungkin dipertimbangkan memiliki peran pentingdalam suatu atau kegiatan tertentu.

Moeljanto menyatakan bahwa dalam konteks partisipasi lokal, semua mitra pelaksana suatu program merupakan persyaratan murni, artinya pelaksanaanharus memaksimumkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkankesejahteraan umum mereka. Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendorong partisipasi lokal kearah tercapainya program pemerintah :

a. Berorietasi kearah hubungan yang lebih efektif dengan masyarakat melaluipembangunan koalisi dan jaringan komunikasi.
b. Peningkatan rasa tanggung jawab masyarakat untuk pembangunan merekasendiri dan peningkatan kesadaran mereka akan kebutuhan mereka,masalah mereka, kemampuan mereka dan potensi mereka.
c. Memperlancar komunikasi antar berbagai potensi lokal sehingga masing –masing dapat lebih menyadari perspektif partisipasi lain.
d. Penerapan prisip tertentu, yaitu tentang hidup, belajar merencanakan danbekerja bersama – sama dengan rakyat.
Dimesi dua, bagaimana partisipasi itu berlangsung. Dimensi ini pentingdiperhatikan terutama untuk mengetahui hal – hal seperti :
a. Apakah inisiatif itu datang dari administrator ataukah dari masyarakatsetempat.
b. Apakah dorongan partisipasi itu sukarela atau paksaan.
c. Saluran partisipasi itu apakah berlangsung dalam berisikan individu ataukolektif dalam organisasi formal ataukah informal dan apakah pertisipasiitu secara lagsung atau melibatkan wakil.
d. Durasi partisipasi
e. Ruang lingkup partisipasi, apakah sekali untuk seluruhnya, sementara atauberkelanjut dan meluas.
f. Memberikan kekuasaan yang meliputi bagaimana keterlibatan efektifmasyarakat dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan yang mengarah pada hasil yang diharapkan.
Partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yaitupertama,partisipasi dalam pengambilan keputusan.Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan.Keempat, partisipasi dalam evaluasi, yaitu :

a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Setiap proses penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pastimelewati tahap penentuan kebijaksanaan. Partisipasi masyarakat padatahap ini sangat mendasar sekali, terutama karena yang di ambilmenyangkut nasib mereka secara keseluruhan yang menyangkut kepentingan bersama. 
b. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaanprogram merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakatisebelumnya. 

c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas darikualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisadicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksananakan.

d. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan yang                             ditetapkan atau ada penyimpangan.

4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
4.2.1. Gambaran UmumDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur

Dalam rangka menyediakan infrastruktur wilayah, ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga sosial budaya, maka Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Kutai Timur dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 06 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas pekerjaan umum kabupaten kutai timur.

Dinas pekerjaan umum merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah kabupaten kutai timur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kutai Timur.
Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Kutai Timur adalah Sebagai salah satu unsur pelayanan masyarakat, Dinas pekerjaan umum kabupaten kutai timur mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam peraturan daerah kabupaten kutai timur nomor 06 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan Tata kerja dinas pekerjaan umum kabupaten kutai timur. Tugas pokok tersebut, antara lain:
1. Tugas pokok 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 06 Tahun 2001, Tugas pokok dari Dinas Pekerjaan Umum adalah membantu Bupati dalam melaksanakan sesuai dengan bidang tugasnya meningkatkan infrastruktur untuk membuka isolasi wilayah dalam mendukung Gerakan Daerah pembangunan agribisnis.
2. Fungsi

a. Melaksanakan aspek perencanaan program kegiatan
b. Melaksanakan aturan/ketentuan dalam bidang pelaksanaan kegiatan fisik
c. Pelaksanaan pengelolaan anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung  
d. Ketaatan dalam melaksanakan aturan kepegawaian 
e. Ketaatan dalam melaksanakan peraturan pengadaan barang dan jasa  dan peraturan  perundang-undangan lain yang berlaku
f. Melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.
IV. PENUTUP 
5.1. KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan (level of involvement) masyarakat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berfasilitas umum lebih efektif, efesien, dan berkelanjutan. Partisipasi sebagai arti di mana warga negara dapat mempengaruhi perubahan sosial penting, yang dapat membuat mereka berbagi manfaat dari masyarakat atas.
Beberapa kendala dalam mewujudkan pembangunan partisipatif, yaitu : Hambatan struktural yang membuat iklim atau lingkungan menjadi kurang kondusif untuk terjadinya partisipasi, Hambatan internal masyarakat sendiri, Hambatan karena kurang terkuasainya metode dan teknik partisipasi. Apabila tidak ada kesepakatan masyarakat terhadap kebutuhan dalam cara mewujudkan kebutuhan tersebut, serta apabila kebutuhan tesebut tidak langsung mempengaruhi kebutuhan mendasar anggota masyarakat.
Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori yakni :

1. Faktor internal merupakan faktor dari dalam komunitas yang berpengaruh dalam program partisipasi masyarakat.

2. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar komunitas, dan ini akan meliputi dua aspek yang menyangkut sosial masyarkat dimana komunitas tersebut berada.

Fasilitas umum dan fasilitas sosial adalah milik bersama yang harus dijaga dan dirawat dengan baik agar bisa selalu dimanfaatkan secara maksimal untuk jangka panjang. Warga masyarakat dapat saling bahu-membahu untuk membangun dan atau memperbaiki fasum fasos sendiri jika memang sangat diperlukan tanpa bergantung kepada pemerintah. Tanpa adanya fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai akan membuat hidup menjadi lebih sulit.
Fasilitas umum maupun fasilitas sosial buatan pemerintah yang dirusak orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan merugikan masyarakat secara umum. Fasum dan fasos yang disediakan oleh pemerintah dibiayai oleh dana yang sebagian besar didapat dari pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi dikumpulkan oleh pemerintah dari masyarakat, sehingga fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan milik masyarakat umum.
Adapun fasilitas umum yang terdapat di Kabupaten Kutai Timur, adalah:

1. Tempat sampah

2. Parkir khusus kendaraan

3. Trotoar 

4. Pagar pembatas jalan

5. Tempat duduk publik, dan

6. Lampu jalan
5.2. SARAN

Penelitian ini masih dapat dibatalkan jauh dari sempurna sehingga memerlukan masukan daran saran sehingga memiliki ketercapaian di tujukan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:
1. Fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum. Contoh dari fasilitas umum (fasum) yang dikembangkan dikemudian hari adalah jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, fly over, under pass, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, kanal dan gorong-gorong, trotoar, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya.
2. Fasilitas umum seharusnya mendapatkan perhatian dari masyarakat, perhatian tersebut sebagai  entuk partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Adapun perhatian tersebut adalah:
a. Rasa tanggungjawab.
b. Kepentingan umum
c. Sukarela tanpa adanya kepentingan
d. Kontribusi, pemberdayaan, pengorganisasian diri.
e. Keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasan

Penulis juga mendukung adanya dorongan dari masyarakat lokal sebagai bentuk perhatian dalam hal fasilitas umum dalam bentuk berorietasi kearah hubungan yang lebih efektif dengan masyarakat melalui pembangunan dan jaringan komunikasi. Adanya peningkatan rasa tanggung jawab masyarakat untuk pembangunan mereka sendiri dan peningkatan kesadaran mereka akan kebutuhan mereka, masalah mereka, kemampuan mereka dan potensi mereka.
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